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Abstrak 
Pemungutan pajak dan retribusi oleh Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Aturan tersebut menerangkan bahwa daerah 

berhak mengenakan 11 jenis pajak dan 33 jenis retribusi, dengan mempertimbangkan pajak dan 

biaya umumnya yang baik. Metode yang dipakai pada penelitian ialah penelitian hukum normatif, 

yakni penelitian yang membahas dan hanya menggunakan informasi beserta data-data sekunder 

yang mempunyai kaitan dengan masalah “Pelaksanaan fungsi pengendalian DPRD guna 

peningkatan pendapatan awal daerah di Kota Langsa”. Penelitian yang dipakai berasal dari hukum 

normatif, sehingga pendekatannya ditentukan berdasarkan undang-undang. Secara umum 

diharapkan kepada seluruh DPRD khususnya DPRD Kota Langsa dapat secara realistis menjamin 

penyelenggaraan pemerintahan daerah mengikuti kepentingan umum, serta diharuskan mampu 

mencapai tujuan dan juga kepentingan umum dalam peran pengawasannya yang telah disepakati 

dalam peraturan dan proses penyusunan anggaran. Aspirasi masyarakat sebagian besar 

dilembagakan melalui perwakilan anggota-anggota DPRD, khususnya di bidang pengawasan. 

Kata Kunci: Pengawasan, Peningkatan, Pendapatan Asli Daerah. 

Abstract 
Collection of taxes and levies by regional governments is regulated by Law Number 28 of 2009 

concerning Regional Taxes and Levy. The law states that regions have the right to impose 11 types 

of taxes and 33 types of levies, taking into account general taxes and fees. The method used in this 

research is normative legal research, namely research that discusses and only uses information 

and secondary data that is related to the problem "Implementation of the DPRD's control function 

to increase initial regional income in Langsa City". The research used comes from normative law, 

so the approach is determined based on law. In general, it is hoped that all DPRDs, especially the 

Langsa City DPRD, can realistically guarantee that the implementation of regional government 

follows the public interest, and is required to be able to achieve the goals and public interests in its 

supervisory role as agreed in the regulations and budget preparation process. Community 

aspirations are largely institutionalized through representatives of DPRD members, especially in 

the field of supervision. 

Keywords:  Supervision, Enhancement, Locally Genereted Revenue. 

 

PENDAHULUAN 

Di kehidupan masyarakat tidak dimungkiri bahwa manusia memerlukan pendidikan 

guna memperoleh ilmu, wawasan dan keterampilan agar bisa meningkatkan taraf 

kehidupannya serta ikut bersumbangsih dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut 

Pratomo, dkk, bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang dijalankan secara sistematis dan 

sadar guna mengembangkan potensi individu agar bisa berperan dalam suatu lingkungan 

Vol. 9 No. 6 Tahun 2024 

Halaman 97-111 

 

mailto:syafrizalwahyudi1@gmail.com1


 

 

98 
 

 

 

 

masyarakat. Maka setiap individu, termasuk perempuan, memerlukan pendidikan sebagai 

bagian dalam proses dari kehidupan mereka. 

Indonesia ialah satu dari beberapa negara berkembang di Asia Tenggara dengan 

sektor yang paling terlihat adalah pada bidang perekonomian dan pembangunan, artinya 

sektor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan Indonesia itu sendiri. 

Hal demikian dapat dilihat dari terlaksananya pembangunan di pusat pemerintah yang 

diikuti dengan pembangunan pada daerah. Dengan demikian wajar jika dalam 

melaksanakan pembangunan dana yang dibutuhkan pemerintah tergolong besar guna 

menjalankan pembangunan yang demikian. Keadaan ini memicu eksplorasi lebih lanjut 

terhadap sumber-sumber keuangan untuk mendukung pembangunan daerah, serta 

pemerintah juga harus teliti dalam menggali potensi berbagai sumber keuangan yang 

tersedia untuk pengembangan dan peningkatan demi  keberlangsungan kehidupan seluruh 

rakyat. 

Sektor pajak dan retribusi yang sering dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dikategorikan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah yang memiliki potensi 

dan harus dikembangkan dan diawasi. Maksud dari fungsi pengawasan disini adalah untuk 

menciptakan mekanisme yang baik dalam menerima atau mengelola berbagai sumber 

pendapatan daerah, termasuk yang asalnya dari pajak ataupun retribusi daerah, akibat 

baiknya segala sumber pendapatan itu nantinya dapat dijadikan sasaran keuangan serta 

menunjang dana untuk pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. 

Secara perundang-undangan, pengaturan terkait pajak terdapat pada Pasal 23A 

UUD 1945 yang menerangkan bahwasanya “pajak beserta pungutan lainnya yang 

dikenakan oleh negara harus diatur berdasarkan undag-undang” , secara tersirat pasal itu 

menerangkan bahwasanya pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara yang sifatnya 

memaksa. Akibat dari lahirnya pasal tersebut, negara diwajibkan untuk menetapkan, baik 

secara hukum maupun teritorial, ketentuan-ketentuan perpajakan yang bersifat wajib 

menurut cara yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang menjadi awal dari lahirnya undang-

undang perpajakan nasional.  

Untuk mengatur hal tersebut, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) menerbitkan UU No. 18/1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang 

selanjutnya ditetapkan oleh UU No. 34 Tahun 2000. Kedua aturan tersebut dipergunakan 

sebagai aturan dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.  Akan tetapi sering 

berjalannya waktu, kedua undang-undang tersebut kembali diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan hingga sekarang atuuran tersebut menjadi landasan 

hukum pembentukan peraturan perpajakan daerah dan retribusi di semua daerah tidak 

terkecuali Kota Langsa. 

Aturan tentang PAD secara singkat memuat beberapa hal yaitu: 

a. PAD adalah sebagai sumber pendapatan daerah, dikelola serta dimanfaatkan untuk 

potensi daerah. 

b. Dalam pengelolaan, pengolahan, serta pemanfaatan potensi daerah, PAD berhak 

memungut pajak, retribusi, serta pendapatan daerah yang sah lainnya.  

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil pajak dan retribusi yang diatur 

oleh UU No. 28/2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diperbolehkan 

mengenakan 11 jenis pajak serta 33 jenis retribusi yang berbeda, karena pajak serta retribusi 

tersebut pada umumnya dipungut dengan benar. Sekarang ini, berdasarkan perubahan UU 

No. 12 Tahun 2008, yaitu terkait perubahan kedua UU  No. 32 Tahun 2004, diharapkan 

dapat memberikan perubahan mendasar untuk pelaksanaan otonomi  daerah. UU No. 32 

Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan hukum pada 
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pengembangan otonomi daerah di Indonesia.  

Dalam konteks tersebut, DPRD yang merupakan anggota parlemen memiliki 

kewenangan mengendalikan APBD. Hal tersebut tertuang pada Pasal 42 Ayat (1) huruf c 

UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwasanya 

“DPRD memiliki tugas serta kewenangan menjalankan fungsi pengawasan peraturan 

daerah beserta aturan perundang-undangan lain, Peraturan Kepala Daerah, APBD, 

Kebijakan Pemda ketika pelaksanan program pembangunan daerah juga kerjasama 

internasional pada daerah”.Di kehidupan masyarakat tidak dimungkiri bahwa manusia 

memerlukan pendidikan guna memperoleh ilmu, wawasan dan keterampilan agar bisa 

meningkatkan taraf kehidupannya serta ikut bersumbangsih dalam kehidupan 

bermasyarakat. Menurut Pratomo, dkk, bahwa pendidikan merupakan kegiatan yang 

dijalankan secara sistematis dan sadar guna mengembangkan potensi individu agar bisa 

berperan dalam suatu lingkungan masyarakat. Maka setiap individu, termasuk perempuan, 

memerlukan pendidikan sebagai bagian dalam proses dari kehidupan mereka. 

Indonesia ialah satu dari beberapa negara berkembang di Asia Tenggara dengan 

sektor yang paling terlihat adalah pada bidang perekonomian dan pembangunan, artinya 

sektor ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan Indonesia itu sendiri. 

Hal demikian dapat dilihat dari terlaksananya pembangunan di pusat pemerintah yang 

diikuti dengan pembangunan pada daerah. Dengan demikian wajar jika dalam 

melaksanakan pembangunan dana yang dibutuhkan pemerintah tergolong besar guna 

menjalankan pembangunan yang demikian. Keadaan ini memicu eksplorasi lebih lanjut 

terhadap sumber-sumber keuangan untuk mendukung pembangunan daerah, serta 

pemerintah juga harus teliti dalam menggali potensi berbagai sumber keuangan yang 

tersedia untuk pengembangan dan peningkatan demi  keberlangsungan kehidupan seluruh 

rakyat. 

Sektor pajak dan retribusi yang sering dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dikategorikan sebagai salah satu sumber pemasukan daerah yang memiliki potensi 

dan harus dikembangkan dan diawasi. Maksud dari fungsi pengawasan disini adalah untuk 

menciptakan mekanisme yang baik dalam menerima atau mengelola berbagai sumber 

pendapatan daerah, termasuk yang asalnya dari pajak ataupun retribusi daerah, akibat 

baiknya segala sumber pendapatan itu nantinya dapat dijadikan sasaran keuangan serta 

menunjang dana untuk pembangunan dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. 

Secara perundang-undangan, pengaturan terkait pajak terdapat pada Pasal 23A 

UUD 1945 yang menerangkan bahwasanya “pajak beserta pungutan lainnya yang 

dikenakan oleh negara harus diatur berdasarkan undag-undang” , secara tersirat pasal itu 

menerangkan bahwasanya pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara yang sifatnya 

memaksa. Akibat dari lahirnya pasal tersebut, negara diwajibkan untuk menetapkan, baik 

secara hukum maupun teritorial, ketentuan-ketentuan perpajakan yang bersifat wajib 

menurut cara yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang menjadi awal dari lahirnya undang-

undang perpajakan nasional.  

Untuk mengatur hal tersebut, pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) menerbitkan UU No. 18/1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang 

selanjutnya ditetapkan oleh UU No. 34 Tahun 2000. Kedua aturan tersebut dipergunakan 

sebagai aturan dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.  Akan tetapi sering 

berjalannya waktu, kedua undang-undang tersebut kembali diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009, dan hingga sekarang atuuran tersebut menjadi landasan 

hukum pembentukan peraturan perpajakan daerah dan retribusi di semua daerah tidak 

terkecuali Kota Langsa. 
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Aturan tentang PAD secara singkat memuat beberapa hal yaitu: 

a. PAD adalah sebagai sumber pendapatan daerah, dikelola serta dimanfaatkan untuk 

potensi daerah. 

b. Dalam pengelolaan, pengolahan, serta pemanfaatan potensi daerah, PAD berhak 

memungut pajak, retribusi, serta pendapatan daerah yang sah lainnya.  

Daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil pajak dan retribusi yang diatur 

oleh UU No. 28/2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diperbolehkan 

mengenakan 11 jenis pajak serta 33 jenis retribusi yang berbeda, karena pajak serta retribusi 

tersebut pada umumnya dipungut dengan benar. Sekarang ini, berdasarkan perubahan UU 

No. 12 Tahun 2008, yaitu terkait perubahan kedua UU  No. 32 Tahun 2004, diharapkan 

dapat memberikan perubahan mendasar untuk pelaksanaan otonomi  daerah. UU No. 32 

Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah adalah salah satu landasan hukum pada 

pengembangan otonomi daerah di Indonesia.  

Dalam konteks tersebut, DPRD yang merupakan anggota parlemen memiliki 

kewenangan mengendalikan APBD. Hal tersebut tertuang pada Pasal 42 Ayat (1) huruf c 

UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwasanya 

“DPRD memiliki tugas serta kewenangan menjalankan fungsi pengawasan peraturan 

daerah beserta aturan perundang-undangan lain, Peraturan Kepala Daerah, APBD, 

Kebijakan Pemda ketika pelaksanan program pembangunan daerah juga kerjasama 

internasional pada daerah”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai ialah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian 

yang hanya menganalisis serta menggunakan berbagai data sekunder yang terkait dengan 

permasalahan Kajian hukum normatif merupakan kajian yang membahas dan hanya 

menggunakan informasi sekunder yang terkait dengan masalah “Efektifitas Pengawasan 

Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Data sekunder yang didapatkan terdiri 

atas tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, beserta bahan 

hukum tersier yang selanjutnya dijabarkan kemudian dihubungkan sehingga dapat disajikan 

secara lebih sistematis secara tertulis untuk menjawab permasalahan yang disajikan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaturan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang 

diamanatkan oleh Undang-Undang di Indonesia 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan ialah proses penetapan indikator kinerja beserta pengambilan langkah 

strategis untuk mendorong capaian hasil yang diinginkan terhadap kinerja yang sudah 

ditentukan sebelumnya. Tujuan pengawasan pada dasarnya merupakan sebuah aspek dalam 

organisasi yang bertujuan untuk memberikan masukan demi perbaikan agar terjadi 

kemajuan kedepannya ke arah yang lebih baik lagi dimana diperoleh dari hasil pengawasan. 

Pengawasan sendiri memiliki banyak pengertian yang diutarakan oleh para ahli. Berikut 

beberapa pengertian dari pengawasan, yaitu: 

a. Soewarno Hadayaningrat mengemukakan,”pengawasan ialah proses seorang pimpinan 

dalam mencari tahu hasil pekerjaan yang dijalankan oleh karyawannya, apakah telah 

berjalan sebagaimana rencana awal, peraturan, tujuan dan kebijakan yang sudah 

ditetapkan, tepatnya prinsip rencana, peraturan, tujuan dan kebijakan wajib mengacu 

pada rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya”.  

b. Manulang mengemukakan, “pengawasan didefinisikan sebagai proses dengan tujuan 



 

 

101 
 

 

 

 

mengawasi pekerjaan yang telah dijalankaan, mengevaluasi serta jika dibutuhkan, 

mengoreksinya untuk memastikan pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan rencana 

pekerjaan sebelumnya"”.  

c. Sarwoto mengemukakan, “pengawasan merupakan kegiatan seorang pengawas guna 

memastikan bahwasanya pekerjaan dilakukan sebagaimana rencana yang sudah 

ditentukan sebelumnya dan/atau hasil yang diinginkan”. 

Atas dasar pendapat para ahli tersebut, bisa disimpulkan bahwasanya pengawasan 

merupakan suatu proses untuk menetapkan atau menilai sebuah hasil pekerjaan, sudah 

sesuaikah dengan perencanaan yang dirancang sebelumnya atau belum, dimana 

kewenangan ini dipegang oleh pihak yng ditetapkan dalam sebuah organisasi, misalnya 

pemerintah diawasi oleh badan legislatif, bawahan dalam perusahaan diawasi oleh manajer 

dan lain sebagainya. 

2. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah suatu lembaga legislatif tingkat 

daerah. Pembentukan lembaga legislatif ini sudah dilakukan sejak zaman pemerintahan 

kolonial belanda dengan nama Volksraad, lembaga ini pada zaman kemerdekaan dirubah 

menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang telah dirubah menjadi Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR).  

DPRD sendiri memiliki beragam pengertian yang mengacu pada pengaturan yang 

ditetapkan dalam Undang-Undang maupun pendapat dari beberapa ahli. Berikut beberapa 

definisi tersebut, yaitu: 

a. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemda menyatakan, 

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang merupakan elemen penyelenggaraan pemerintahan daerah”. 

b. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah menyebutkan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ialah sesuai 

yang dimaksudkan pada UUD 1945”.  

c. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah menerangkan, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), ialah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang merupakan elemen yang menyelenggarakan 

Pemerintahan Daerah”.  

3. Fungsi, Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republic baik secara eksternal 

maupun internal diatur dengan satu pemerintahan sebagai satu kesatuan pemerintahan baik 

pusat ataupun daerah.  Untuk menjalankan pemerintahan, pemerintah pusat melakukan 

pelimpahan kewenangan kepada pemerintahan daerah. Salah satunya ialah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  DPRD ketika menjalankan urusan pemerintahan 

daerah memiliki fungsi, tugas serta wewenang. Fungsi DPRD, yaitu : 

a. Legislasi; 

b. Anggaran;  

c. Pengawasan; 

Tugas dan wewenang DPRD, yaitu: 

a. Menyusun Perda untuk dibahas bersama kepala daerah guna mendapat persetujuan 

bersama;  

b. Membahas serta menyetujui rancangan Perda terkait APBD bersama-sama kepala 

daerah; 

c. Melakukan pengawasan dalam pelaksanan Perda dan aturan perundang-undangan lain 
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yang terkiat, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam 

pelaksanaan program pembangunan daerah, serta kerja sama internasional pada daerah; 

d. Memberi usulan terkait pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala 

daerah kepada Presiden melalui Mendagri bagi DPRD provinsi dan kepada Mendagri 

melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota; 

e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah; 

f. Mengajukan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait rencana 

perjanjian internasional pada daerah; 

g. Memberi persetujuan terkait rencana kerjasama internasional yang dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah;  

h. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

i. Membuat susuan panitia pengawas pemilihan kepala daerah; 

j. Mengawasi serta meminta laporan KPUD pada penyelenggaraan pemilihan kepala 

daerah; 

k. Memberi persetujuan terkait rencana kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga yang 

membebani masyarakat dan daerah.  

Berdasarkan uraian diatas, terdapat 1 (satu) hal yang menarik dari tugas, fungsi serta 

wewenang RDRD, yakni fungsi pengawasan. Hal ini menarik dikarenakan fungsi 

pengawasan DPRD tidak mampu berfungsi secara optimal karena DPRD juga bagian dari 

pemerintahan daerah, tentunya tugas tersebut sukar dijalankan, sebab DPRD tidak dapat 

berfungsi secara mandiri seperti halnya DPR RI.  

4. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu 

retribusi daerah dan pajak daerah. Kedua buah sumber PAD ini jika  diperoleh secara 

maksimal akan dapat membantu terlaksananya pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pelayanan publik secara optimal.  

Untuk memperjelas pengertian dari PAD, berikut akan diutarakan beberapa 

pengertian, yaitu: 

a. Indra Bastian mengemukakan, “pendapatan asli daerah ialah akumulasi pendapatan 

pajak serta retribusi daerah, pajak yang berasal dari hasil BUMD, pembinaan 

penanaman modal, serta pengelolaan sumber daya alam”.    

b. Abdul Halim mengemukakan,”pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang diterima 

sebuah daerah dari berbagai sumber yang tersedia dalam suatu wilayah dan diambil 

berdasarkan aturan perundang-undangan yang ada”.  

c. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintahan Daerah berbunyi: “Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima daerah, yang dikumpulkan atas 

dasar aturan daerah menurut undnag-undang”.  

Berdasarkan uraian di atas bisa diambil kesimpulkan bahwasanya pendapatan asli 

daerah ialah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah di wilayahnya dari 

beberapa sumber seperti pajak daerah, retribusi daerah, penanaman modal, dan sebagainya 

berdasarkan peraturan daerah. Namun perlu dipahami bahwa ketika akan ada suatu perkara 

yang perlu mengacu pada definisi tersebut, maka merujuk pada Pasal 1 angka 18 UU No. 

33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan 

Pemerintah Daerah. 

5. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Salah satu sumber dana untuk terlaksanya Pemerintahan Daerah ialah pendapatan 
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asli daerah (PAD). PAD mempunyai tujuan untuk memberikan keleluasaan terhadap daerah 

dalam mencari sumber dana untuk menjalankan otonomi daerah sebagai bentuk 

terwujudnya asas desentralisasi.  

PAD terdiri atas beberapa sumber. Adapun sumber-sumber PAD sesuai dengan 

aturan dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 157, diantaranya: 

a. Hasil pajak daerah; 

b. Hasil retribusi daerah; 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;  

d. Sumber lain PAD yang sah. 

6. Pengaturan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yang 

Terdapat Dalam Peraturan Perundang-Undangan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) punya beberapa fungsi, diantaranya 

ialah pengawasan sesuai Pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 jo Pasal 292 dan 343 UU No. 27 

Tahun 2009. Fungsi pengawasan DPRD ketika menyelenggarakan pemerintahan daerah 

mencerminkan DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan 

pengawasan ketika melaksanakan Peraturan yang diterapkan di daerah,  hal tersebut 

merupakan wujud terlaksanya demokrasi pada lingkup pemerintah daerah, yang diharapkan 

dapat menciptakan checks and balances terhadap lembaga-lembaga pemerintahan daerah 

yang berdaya, sehingga tidak dilakukan semuanya oleh pemimpin daerah, sehingga 

kehadiran DPRD sangat diperlukan dalam pembangunan daerah, namun pada saat yang 

sama, pihak DPRD juga seabagai bagian integral dari pemerintahan daerah dan 

mempersulit pelaksanaan tugas pengawasannya, sehingga tidak bisa dilaksanakan dengan 

optimal.  

Hubungan antara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bahwasanya adalah 

pengawasan terhadap setiap upaya maupun kegiatan guna mengetahui serta mengevaluasi 

kebenaran yang terjadi atas terlaksananya tugas maupun kegiatan, sudahkah terlaksana 

sebagaimana mestinya atau belum. Oleh karena itu, wujud efektivitas pengendalian adalah 

suatu kegiatan yang mengevaluasi kinerja aktual suatu tugas, sedangkan tujuan 

pengendalian pada dasarnya ialah sarana terbatas untuk melakukan semacam pemeriksaan 

silang atau memeriksa kesesuaian kegiatan yang dilakukan dengan peraturan. dalam 

memantau hasil pengawasan.      

Terdapat hubungan saling mengontrol antara DPRD dan kepala daerah, yakni 

hubungan yang terjalin baik antara anggota DPRD ataupun DPRD sebagai suatu lembaga 

dengan kepala daerah mencerminkan pemerintahan yang demokratis, salah satu tujuannya 

adalah menjamin pemerintah daerah tidak menyalahi dari norma yang lebih tinggi serta 

aturan perundang-undangan dan keputusan bersama lain yang terkait. Sejumlah hak timbul 

dari hubungan pengawasan ini, seperti meminta informasi kepada pengelola daerah, 

mengadakan lokakarya dengan pengelola atau pejabat daerah, berkonsultasi dengan 

pengelola daerah, hak bertanya dan angket, serta kunjungan lapangan dan seterusnya. 

Keseluruhan hal itu terlihat pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang 

menyebutka bahwasanya DPRD memiliki hak:  

a. Interpelasi;  

b. Angket; 

c. Mengemukakan pendapat. 

Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Langsa 

1. Sejarah Terbentuknya Kota Langsa 

Pembentukan kota Langsa sebagai salah satu daerah administrasi baru di Indonesia 
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juga memiliki dasar hukum yaitu: Pasal 5 ayat 1, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, dan Pasal 

20 ayat 1 UUD Tahun 1945.  Kota Langsa sendiri terbentuk atas dasar, yaitu:  

a. Perkembangan dan keberhasilan Provinsi Aceh secara umum, dan Kabupaten Aceh 

Timur secara khusus, serta semakin besarnya upaya masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraannya melalui pengorganisasian dan pengurusan rumah tangganya sendiri, 

perlunya perbaikan administrasi publik, pelaksanaan pembangunan serta pengabdian 

kepada masyarakat untuk memastikan pembangunan dan keberhasilan masa depan. 

b. Kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas 

daerah, serta pertimbangan lain di pemerintahan Kota Langsa Kabupaten Aceh Timur, 

juga semakin bertambahnya jumlah serta lapangan pekerjaan bidang administrasi 

publik, pelaksanaan pembangunan dan layanan bagi masyarakat beserta pemberian 

wewenang untuk memanfaatkan potensi daerah guna terwujudnya otonomi daerah Aceh 

Timur, diperlukan untuk dibentuk Kota Langsa menjadi kota daerah otonomi. 

Sebelum menjadi sebuah kota, Langsa adalah bagian dari kabupaten Aceh Timur 

dengan ibukotanya di Langsa, dan berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 64/1991 tanggal 

22 Oktober 1991 yang peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia pada tanggal 2 April 1992. Sejalan dengan berkembangnya budaya, politik, dan 

ekonomi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, provinsi tersebut semakin terpaksa untuk 

melakukan perubahan mengembangkan dirinya sendiri. Apalagi menurut manajemen, 

bahwa pada tahun 2001, dibentuklah kota Langsa sebagai pemekaran Wilayah 

Administratif Aceh Timur sesuai UU No. 3 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 yang dilantik 

oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001 atas nama Presiden 

Republik Indonesia Walikota pertama H. Azhari Aziz, SH, MM.  

2. Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Langsa 

Pada dasarnya, di zaman modern sekarang ini fungsi parlemen berkaitan dengan 2 (dua) 

hal, yakni:  

a. Fungsi perwakilan, yaitu terutama keterwakilan kepentingan rakyat yang berdaulat 

dalam lembaga perwakilan; 

b. Fungsi permusyawaratan bersama serta deliberasi guna mengambil keputusan mengenai 

kepentingan beserta pencapaian tujuan bersama di masyarakat.  

Kedua fungsi utama diatas diuraikan pada tiga kegiatan utama yang sering disebut 

dengan fungsi parlemen, ialah: 

a. Fungsi legislasi;  

b. Fungsi pengawasan;   

c. Fungsi anggaran. 

Salah satu fungsi yang menarik adalah fungsi pengawasan, hal tersebut dikarenakan 

fungsi pengawasan ini memiliki keterkaitan erat dengan pengawasan kebijakan pemerintah. 

Di tingkat nasional memang sudah berjalan maksimal, namun sebagai fungsi pengawasan 

DPRD khususnya di Kota Langsa, belum dapat berfungsi secara maksimal karena DPRD 

termasuk bagian dari pemerintahan daerah, tentu saja tugas ini sulit dikarenakan DPRD 

tidak bisa berfungsi secara independen sebagaimana DPR RI.  

Namun, meskipun demikian, fungsi pengawasan pada DPRD Kota Langsa bisa 

dilihat pada hubungannya antar walikota Kota Langsa dan DPRD Kota Langsa. Pola 

hubungan yang demikian seringkali mwnciptakan pengawasan yang terus-menerus, meski 

belum berjalan secara maksimal atau disebut juga check and balance.  Hubungan Walikota 

dengan DPRD Kota Langsa adalah perwujudan dari sistem paralelisme yang berpuncak 

pada kemitraan antar keduanya.  

Tanggung jawab dipengaruhi oleh hubungan pengawasan antara DPRD Kota 
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Langsa dan Walikota. Pasal 27 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwasanya 

selain tugas yang ditentukan dalam ayat 1. Kepala daerah juga bertanggung jawab 

melaporkan atas terselenggaranya pemerintahan daerah kepada Pemerintah serta 

menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD, juga 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemerintah daerah. 

Keterangan yang tertuang pada laporan pertanggungjawaban DPRD Kota Langsa 

meliputi pelaksanaan tugas pengelolaan dan urusan daerah, namun sebagai langkah 

daripada keluarnya pernyataan tanggung jawab tersebut, DPRD Kota Langsa tidak 

memiliki wewenang yang tegas, sebab tidak adanya aturan akibat dari pernyataan tanggung 

jawab walikota tidak diterima oleh KRD Kota Langsa.   

Optimalisasi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Langsa  

Fungsi pengawasan menjadi salah satu tugas manajemen yang memberi kepastian 

bahwa kegiatan dilaksanakan searah dengan perencanaan serta kebijakan yang sudah 

ditentukan sebelumnya beserta tujuan capaian yang optimal. Fungsi pemantauan ini penting 

terhadap pemerintah daerah ataupun bagi mereka yang melakukan pemantauan. Fungsi 

pemantauan adalah peringatan dini (early warning system) yang memantau pemenuhan 

tujuan beserta tindakan yang diambil untuk mencapainya. Sebaliknya bagi pengawas, tugas 

pengawasan demikian menjadi tugas mulia yaitu melakukan penelitian serta memberikan 

saran dalam bentuk tindakan perbaikan .  

Tujuan utama pengawasan DPRD ialah sebagai berikut: 

a. Menjamin supaya pemerintahan daerah terlaksanakan sebagaimana perencanaan awal; 

b. Menjamin kemungkinan dilakukannya tindakan perbaikan yang efektif sehubungan 

dengan penyelewengan juga penyimpangan yang terdeteksi; 

c. Mendorong tumbuhnya motivasi, memperbaiki, mengurangi, menghilangkan 

penyelewengan; 

d. Untuk memastikan bahwasanya kegiatan pemerintah daerah sudah sesuai dengan 

rencana awal. 

Secara umum diharapkan kepada DPRD khususnya DPRD Kota Langsa agar 

pemerintahan daerah secara realistis memihak pada kepentingan umum dan diharapkan 

dapat mewujudkan tujuan dan kepentingan umum dengan menjalankan peran pengawasan 

dalam proses legislatif dan anggaran. Pada dasarnya aspirasi masyarakat secara 

kelembagaan diwakili oleh para wakil DPRD, khususnya dalam bidang pengawasan. Akan 

tetapi, masyarakat belum/tidak mengetahui fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh 

DPRD sehingga menimbulkan persepsi bahwasanya pengawasan kurang optimal dan tidak 

memenuhi keinginan masyarakat. Hal tersebut tergambar dari terus defisitnya hasil PAD 

Kota Langsa. Pada tahun 2011, memasuki triwulan ketiga atau sampai dengan September 

2011, pendapatan Kota Langsa baru sebesar Rp 275 miliar lebih atau 67,08% dari target 

sebesar Rp 411 miliar lebih. Sementara PAD (pendapatan asli daerah) hingga bulan 

September 2011 baru terealisasi sebesar Rp 10 miliar lebih dari target yang ditetapkan 

sebesar Rp 24 miliar  lebih. Sepertinya target PAD Kota Langsa tidak akan tercapai.  

Kemudian pada tahun 2012 PAD Kota Langsa juga mengalami devisit lebih kurang sebesar 

10 miliyar.  Akan tetapi, pada tahun 2013 PAD Kota Langsa mengalami kenaikan sebesar 2 

miliyar.  

Jika dilihat dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwasanya sebenarnya Kota 

Langsa sama sekali tidak mengalami pertumbuhan PAD secara signifikan akan tetapi malah 

cenderung berjalan ditempat karena jika dilihat pada tahun 2011 maka PAD Kota Langsa 

jelas tidak memenuhi target kemudian pada tahun 2012  PAD tersebut juga mengalami 
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devisit sebesar 10 miliyar. Akan tetapi, pada tahun 2013 PAD mengalami kenaikan 2 

miliyar. Jelas PAD Kota Langsa sama sekali tidak menunjukan perubahan yang berarti dari 

tahun sebelumnya.  

DPRD dianggap tidak profesional dikarenakan belum mampu melakukan 

pengoptimalan fungsi pengawasan, yang mengakibatkan pengambilalihan kekuasaan 

eksekutif terjadi hampir tanpa pengawasan yang benar. Keadaan demikian menyebabkan 

pelaksanaan pembangunan perkotaan tidak optimal karena manfaat pembangunan tidak 

berdampak pada masyarakat. Anggota DPRD sering tidak melaksanakan pemeriksaan guna 

mengendalikan proyek yang dilaksanakan oleh eksekutif. Meski terdapat keluhan 

masyarakat mengenai adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal 

tersebut juga jelas mengganggu kepentingan masyarakat, khususnya kepentingan warga 

Kota Langsa.  

Langkah utama untuk memperkuat fungsi pengawasan diantaranya:  

a. menetapkan ruang lingkup pekerjaan dan prioritas pengawasan; 

b. merumuskan standar baku akuntabilitas pengawasan yang diterima oleh lembaga serta 

mitra pengawasannya. 

c. merumuskan standar maupun kejelasan langkah dalam menentukan apakah praktik 

umum berhasil, gagal, ataupun menyalahi dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD) yang sudah disetujui;  

d. menyusun rekomendasi dan tindakan lanjutan berdasarkan hasil pemantauan baik pada 

kebijakan, proyek ataupun kasus individu. Semua hal tersebut wajib dirumuskan pada 

peraturan DPRD agar alat kelengkapan dewan memiliki pemahaman serupa, meski 

berbeda fraksi. 

Untuk menekankan optimalisasi pemeriksaan DPRD Kota Langsa ke arah 

peningkatan PAD, bisa dilaksanakan beberapa pengawasan, diantaranya:  

a. Preliminary Control 

b. Interim Control 

c. Post Control 

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) 

Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (Pad) Di Kota Langsa 

1. Hambatan-hambatan Yang Dihadapi DPRD Kota Langsa  

Saat pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Langsa terhadap upaya 

peningkatan PAD maka terdapat beberapa hambatan-hambatan yang menjadi rintangan 

yang harus dihadapi oleh DPRD. Adapun beberapa hambatan tersbut, yaitu: 

A. Komunikasi sangat menentukan tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan publik. 

Penerapan secara efektif terjadi saat pengambil keputusan telah tau mengenai hal yang 

akan dijalankan. Jika komunikasi lancar maka keakraban dapat berjalan, yang 

mengakibatkan setiap keputusan dan perintah kebijakan harus diinformasikan kepada 

bagian personalia yang sesuai. Kemudian, prosedur yang dikomunikasikan harus akurat, 

tepat serta konsisten. Ada tiga indikator yang dipergunakan ketika mengukur 

keefektifan variabel komunikasi, diantaranya:  

a) Transmisi (Penyampaian Informasi). Proses transfer informasi yang relevan ialah 

bagaimana informasi ditransfer dari pengambil keputusan kepada pihak yang 

menjalankan. Hal tersebut penting dikarenakan pengkomunikasian yang efisien akan 

melahirkan eksekusi yang baik. Balai Kota Langsa harus mengambil kebijakan terkait 

PAD dan mengkomunikasikan informasinya juga melalui dua (dua) cara, yakni  lisan 

dan tulisan. Dalam praktek di pemerintahan Kota Langsa hanya berjalan melalui 
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komunikasi tertulis tetapi tidak dilakukan secara lisan sehingga hubungan emosional 

dengan para penggerak kebijakan dari pemerintahan Kota Langsa kurang terjalin 

sehingga penerapan kebijakan dalam upaya peningkatan PAD kurang berjalan 

maksimal.  

b) Kejelasan Informasi. Informasi yang diberikan kepada pihak yang menjalankan 

kebijakan sering kali tidak sesuai sehingga berujung pada kebingungan oleh pelaksana 

kebijakan.  Seharusnya informasi tersebut disampaikan dengan jelas sehingga 

mendukung semua pihak dan menghilangkan kesalahpahaman yang mempengaruhi 

hasil kebijakan. Informasi terkait upaya peningkatan harus secara maksimal di 

infomasikan oleh pemerintahan daerah sehingga para pihak pelaksana kebijakan bisa 

menjalankan informasi dengan maksimal. Hal ini juga seharusnya diawasi oleh DPRD 

Kota Langsa. 

c) Konsistensi Informasi yang diberikan. Konsistensi informasi tersebut terletak pada 

perlunya ketepatan informasi untuk menghindari kesalahan dari berbagai sudut 

pandang, informasi dalam konteks ini disampaikan secara lisan ataupun tertulis dalam 

bentuk rancangan peraturan PAD yang ada saat ini tidak akan berubah, namun setelah 

kebijakan tersebut dijalankan menjadi sering berubah-ubah terlebih jika 

penyampaiannya secara lisan, sehingga cenderung terjadi pemborosan penggunaan 

PAD Kota Langsa.   

2. Sumber Daya, informasi yang dikomunikasikan dalam kebijakan mungkin jelas dan 

konsisten, akan tetapi hal yang demikian bukanlah satu-satunya faktor yang menjadi 

faktor pengimplementasian kebijakan. Dalam hal ini yang dimaksud ialah staff cerdas, 

informasi, kelembagaan dan juga sarana atau prasarana yang mendukung pelaksanaan 

kebijakan dalam rangka peningkatan PAD kota Langsa. Indikator sumber daya terdiri 

atas beberapa unsur diantaranya: 

a) Staf yang memadai (kuantitas serta kualitas). Sumber daya inti pada 

pengimplementasian kebijakan ialah orang atau pelaksana. Kegagalan implementasi 

kebijakan yang kerap terjadi salah satunya dikarenakan kurangnya atau tidak 

kompetennya staf di bidangnya, terutama permasalahan administratif terkait sumber 

PAD, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya upaya peningkatan PAD di Kota 

Langsa.  

b) Informasi yang diperlukan. Informasi adalah sumber daya yang penting pada 

implementasi kebijakan, tersedianya informasi memadai sangat mendukung 

implementasi kebijakan. Dalam konteks ini informasinya adalah tentang kebijakan 

tersebut diimplementasikan ataupun diterapkan. Namun hal tersebut masih sangat 

kurang di lapangan. 

c) Kewenangan. Secara umum, wewenang untuk melaksanakan kebijakan harus bersifat 

formal. Wewenang adalah legitimasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah 

ditetapkan. Jika kewenangan ini nihil, kekuasaan dari yang melaksanakan tidak sah dari 

sudut pandang masyarakat, sehingga memperhambat pengimplementasian kebijakan. 

d) Sarana yang diperlukan. Dalam implementasi kebijakan, upaya peningkatan PAD 

sangat diperlukan. Fasilitas yang diberikan negara kepada pelaksana antara lain TV, 

Komputer, bayaran yang ditujukan kepada staf. 

3. Disposisi (Sikap Birokrasi dan Pelaksana) merupakan sifat serta karakter dari 

pelaksana, misalnya komitmen, kejujuran dan demokrasi. Apabila yang melaksanakan 

mempunyai sikap baik, tentu pelaksanaan tugasnya akan sesuai dengan keinginan 

pengambil keputusan. Jika sikap pelaksana kebijakan berbeda dengan pengambil 

keputusan, maka pengimplementasian kebijakan juga tidak akan optimal. 
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a) Komitmen aparatur pelaksana. Keterlibatan pelakasana penegakan kebijakan bisa 

mendukung penegakan kebijakan sebagaimana keinginan. Kebijakan tidak dapat 

berfungsi baik untuk mendapatkan hasil yang diharapkan apabila lembaga eksekutif 

tidak berkomitmen dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

implementasi kebijakan. Dan pada aparatur pelaksana kebijakan di Kota Langsa 

komitmennya sangat kurang, hal ini dapat dilihat dengan devisitnya PAD Kota Langsa. 

b) Kejujuran aparatur pelaksana. Kejujuran merupakan sikap yang harus dipunyai oleh 

pelaksana kebijakan, sebab tanpa adanya kejujuran dalam implementasi kebijakan, 

pengambil keputusan dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap 

implementasi kebijakan tersebut. Ketika seseorang mulai menerapkan kebijakan, 

kejujuran harus dilanjutkan hingga hasil yang diinginkan sebelumnya tercapai. 

Sebagian besar sikap ini belum ditunjukkan oleh aparat pelaksana, hal ini terbukti 

karena terdapat laporan warga perihal korupsi dalam penggunaan dan PAD oleh 

eksekutif di Kota Langsa.  

c) Sifat demokrasi dari aparat pelaksana. Demokrasi disini berarti pejabat yang 

melaksanakan bisa menerima setiap kebijakan yang tersedia dan menjalankannya 

sebagaimana tanggung jawabnya setiap orang serta bersedia menerima seluruh hasil 

yang tercapai. Akan tetapi ini juga kurang ditunjukkan oleh pelaksana. 

 

SIMPULAN 

1. Pengaturan terkait fungsi pegawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

sebagaimana tercantum pada aturan hukum, yaitu Pasal 41, Pasal 42 huruf c, dan Pasal 

43 Ayata (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah jo 

Pasal 292 dan 343 Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

2. Optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Langsa dapat 

dilaksanakan melalui penerapan beberapa bentuk pengawasan, diantaranya: Preliminary 

Control, Interim Control dan Post Control. 

3. Bebarapa hambatan yang ditemui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

ketika menjalankan fungsi pengawasan guna peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 

di Kota Langsa diantaranya: komunikasi yang tidak lancar, sumber daya yang kurang 

memadai dan disposisi yang kurang baik. 
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